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TENTANG
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TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KESA

BUPATI SITUBONDO,

: bahwa guna penycsuaian terhadap Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcerintahan Dacrah
sebagaimana telah diubah bcberapa kali tcerakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan
Pcraturan Dacrah Provinst Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2014  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Mcnengah Dacrah Provinsi Jawa Timur scbagaimana
tclah diubahdengan Pcraturan Dacrah Provinsi Jawa
Timur Nomor 1 tahun 2017, maka pecrlu menctapkan
Pcraturan Dacrah Kabupatcn Situbondotentang
Pcrubahan Rencana Pembangunan Jangka Mencengah
Dacrah Kabupatcn Situbondo Tahun 2016-2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indoncesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950tcentang
Pembentukan Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan
Pcemerintah Jawa Timur (Lembaran Negara Rl tahun
1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Nomor
9), Juncto Pcraturan Pcmcerintah Nomor 28 Tahun
1972 tentang Perubahan Nama dan Pemerintahan
Tempat Kedudukan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Rl Tahun
1972 Nomor 38);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang
Kcuangan Negara (Lembaran Negara Rcepublik
Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentangPerbendaharaan  Negara(lLembaran  Negara
Republik  Indonesia ~ Tahun 2004  Nomor 5,
Tambahanl.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan
Nasional(Lecmbaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik
Indoncsia No. 4421);

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007
tentangReneanaPcembangunandangkaPanjangNasion
alTahun 2005 - 2025 {(Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2007 No 33, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia No. 4700);

Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007
tentangPenataanRuang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No 68, TambahanlLembaran
Negara Republik Indonesia No. 4725);

Undang-UndangNomor 23Tahun 2014
tentangPemerintahan Dacrah (Lembaran Ncgara
Republik  Indonesia Tahun 2014  Nomor244,
Tambahanl.cmbaran Necgara Republik Indoncsia
Nomor5587) scbagaimana beberapa kali  diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

Peraturan Pemcrintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lecmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pcraturan Pemecrintah Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2007 tentanglaporan  Penyelenggaraan
Pemecrintah  Daerah Kepada Pemerintah Pusat,
Laporan Kcterangan Pertanggungjawaban Kepala
Dacrah Kepada  Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,Dan InformasiLaporan Penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 19,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemcrintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pcmbinaan dan Pengawasan
Penyclenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pcrencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Pcraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daecrah,
serta Tata Cara Pcrubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Dacrah, Rencana Pcmbangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemecrintah Dacrah;

Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
PanjangProvinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;



17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;

Pcraturan Dacrah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pcrubahan Atas Pcraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Mencngah
Dacrah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

Peraturan DacrahKabupatenSitubondo Nomor 6
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daecrah (RPJPD) Kabupaten Situbondo

tahun 2011-2025 (Lembaran Dacrah
KabupatenSitubondoTahun 2012 Nomor o,
TambahanLembaran Dacrah

KabupatenSitubondoNomor 6);

Pcraturan Dacrah KabupatcenSitubondoNomor 9
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran
Dacrah KabupatenSitubondoTahun 2014Nomor 11);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Mencengah Dacrah (RPJMD) Kabupaten Situbondo
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
KabupatenSitubondoTahun 2016 Nomor8);

Peraturan Dacrah Kabupaten SitubondoNomor 10
Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum
Dacrah (Lembaran Dacrah
KabupatenSitubondoTahun 2013Nomorl0);

. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 13

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengclolaan
Kecuangan Dacrah (Lembaran Dacrah Tahun 2008
Nomor 13);

Dcengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SITUBONDO
dan

BUPATI SITUBONDO



Mcnetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  SITUBONDO
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA  MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016-2021.

Pasall

Kctentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pecmbangunan Jangka Menengah Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun 2016-2021diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut

Pasal 6

(1) Sistematika RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun
2016-2021 disusun scbagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4  Maksud dan Tujuan
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAIERAH
2.1 Aspek Geografi dan Dcmografi
2.2 Aspck Kescjahteraan Masyarakat
2.3 Aspck Pelayanan Umum
2.4 Aspek daya Saing Daerah
BAB I . GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Kinerja Keuangan Masa lalu
3.2 Kcbijakan Pengelolaan Keuangan

Masa lalu
3.3 Kerangka Pcndanaan
BAB IV . PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

STRATEGIS DAERAH
4.1 Pcrmasalahan Pembangunan
4.2 Isu Stratcgis

BABV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi
5.2 Misi
5.3 Tyjuan dan Sasaran
BAB VI . STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



(2)

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
BAB IX : PENUTUP

Isi, uraian dan matriks RPJMD Kabupaten
Situbondo Tahun 2016-2021 scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Dacrah
ini.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang  dapat mengctahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
dengan menempatkannya dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 29 JUL 2019

BUPATI SITUBONDO,

—

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 1 AUG

2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

A §a§"\/9
SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 3%

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA

TIMUR: 222-3/2019



LLAMPIRAN Pecraturan Dacrah Kabupaten Situbondo

Tanggal 29 JUL 2019

Nomor $  Tahun 2019

1.1  Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) adalah dokumen
perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Menurut
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dokumen RPIJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang
mutlak harus ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Pasal
5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
merupakanpenjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
penyusuhannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,
memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan
umum, dan program Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2016 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-
2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun
2012. Disamping itu RPJMD tersebut juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 serta memperhatikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur.

Seiring dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021
berjalan yaitu pada masa kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih H.
Dadang Wigiarto,SH dab Ir. H. Yoyok MulyadiMSi, pada 17 Februari 2016 Pemerintah

§

Peraturan Daerah Perubahan RPJMD 11
Kabupaten SitubondoTahun 2016-2021




yang telah ditetapkan dalam RPIJMD Tahun 2016-2021 dengan kaidah-kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

1

Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo,
Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung
pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPIJMD Tahun
2016-2021;

Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo,
Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan
program-program yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2016-2021
dengan sebaik-baiknya;

Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo
agar segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)
dengan berpedoman pada RPIMD Tahun 2016-2021;

Seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa harus mempedomani
RPJMD Tahun 2016-2021;

Penyusunan RPIMD telah dilakukan melalui penjaringan aspirasi dan
konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam
RPIMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan kerjasama dan
peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan
untuk mewujudkan target-target RPJMD Tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi

dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan

fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah

Kabupaten Situbondo dalam implementasi RPJMD Tahun 2016-2021.

BUPATI SITUBONDO,

o

DADANG WIGIARTO

Peraturan DaerahPerubahan RP.JMD
KabupatenSitubondoT ahun 2016-2021
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